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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

                                                      . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Kebakaran Hutan dan Lahan menjadi fenomena dari tahun ke tahun yang sering terjadi 

di Indonesia membuat banyak aspek yang terganggu mulai dari aspek lingkungan hidup, 

kesehatan, pendidikan, serta ekonomi (Hasim, 2018:12). Pemerintah berupaya menggurangi 

kerusakan ekosistem gambut dengan mengeluarkan Peraturan Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.421/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2017 

Perihal Persiapan Pelaksanaan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018, sebagai keluaran 

kebijakan restorasi gambut presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 

membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) ditugaskan untuk mengurusi permasalahan 

pemulihan pada ekositem gambut akibat dari faktor alam kebakaran hutan dan lahan yang 

sering terjadi maupun faktor nonalam oleh ulah manusia yang menyebabkan banyaknya 

ekositem gambut yang rusak dan hilang fungsi.  

Badan Restorasi Gambut melalui pendekatannya membuat berbagai program yang 

tujuan dapat membantu menggurangi kerusakan pada ekosistem gambut serta memberikan 

aktivitas masyarakat di wilayah gambut untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan 

lahan yang akan terjadi. Program pertama yaitu rewetting (pembasahan kembali) dengan 

membuat sumur bor dan sekat kanal yang tujuannya untuk menahan air agar tidak terjadinya 

kekeringan pada lahan gambut, yang kedua program  revegetasi (penanaman kembali) 

melalui penanaman jenis tanaman berbasis ramah lingkungan, dan terakhir program 

revitalisasi (pemulihan sumber matapencaharian masyarakat) meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang ada di dalam wilayah gambut melalui budidaya yang cocok di wilayah 

penerima revitalisasi. 
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Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia Badan Restorasi Gambut (BRG)  

mengeluarkan tindakan sebagai  upaya dari kebijakan restorasi gambut di wilayah prioritas 

gambut, salah satu wilayah prioritas Badan Restorasi Gambut (BRG) ialah provinsi Sumatera 

Selatan melalui perwakilan wilayah provinsi Sumatera Selatan menugaskan Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan Provinsi melalui Instruksi Gubernur Gubernur Nomor:800/3127/DLHP/B. 

III/ 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Pelaksana Dana Tugas Pembantuan Restorasi 

Gambut Tahun Anggaran 2018 pada program revitalisasi ekonomi masyarakat yang berisi 

kegiatan dan pejabat pembuatan komitmen kegiatan yang dilakukan dalam memonitoring  

program revitalisasi ekonomi masyarakat sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu fungsi Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 

Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan Perumusan pelaksanaan pemantauan kerusakan 

lingkungan melalui penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) 

kerusakan lingkungan terhadap kebijakan  restorasi gambut yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada  program revitalisasi sumbermatapencaharian 

masyarakat di wilayah gambut. 

Kebijakan restorasi gambut pada penelitian sebelumnya banyak meneliti mengenai 

pelaksanaan dari kebijakan restorasi gambut tanpa melihat proses dari pelaksanaan program 

pada saat program dijalankan, hasil penelitian terdahulu yang ditemukan masih banyaknya 

program yang diberikan tidak memberikan dampak terbaik, dan  kebanyakan dari pelaksanaan 

kebijakan yang dilakukan masih ada program yang belum teralisasi dengan baik, keterbaruan 

peneliti pada program revitalisasi ekonomi masyarakat,dengan menerapkan monitoring dapat 

mencegah terjadinya sebab akibat yang akan terjadi pada program yang sedang berjalan untuk 

diberikan perbaikan sebaik mungkin sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 
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Monitoring (pemantauan) merupakan sebuah proses penafsiran atau penilaian kualitas 

kinerja sistem dari waktu ke waktu, pemantauan ini dilakukan secara berkelanjutan sejalan 

dengan kegiatan usaha yang mencakup kegiatan sehari-hari yang ditujukan untuk 

memberikan informasi sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan 

menurut Duun dalam (Subarsono, 2005:113). Tujuan Monitoring Kebijakan dilakukan untuk 

mengetahui perkembangan kemajuan program yang di laksanakan dalam menjaga kebijakan 

yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Syarat pelaksanaan 

monitoring kebijakan dalam mendapatkan data dan informasi sebagai bahan untuk melakukan 

penilaian terhadap proses implementasi kebijakan dapat diperoleh melalui metode 

dokumentasi,metode survai tentang implementasi kebijakan, metode observasi 

lapangan, metode wawancara dengan para stakeholders,metode campuran dan Focus Group 

Discusson. Menurut (Dunn, 1998:509) Monitoring dikatakan baik jika dilakukan secara 

berkelanjutan, kerjasama antar lembaga dan melihat perkembangan dalam memperbaiki 

penyimpangan yang nantinya sebagai penilaian pada tahap evaluasi kebijakan. 

Program revitalisasi ekonomi masyarakat merupakan pemberdayaan peran masyarakat 

dalam kegiatan restorasi gambut. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kegiatan restorasi 

gambut merupakan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia yang tujuannya untuk memulihkan ekosistem gambut serta 

pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah gambut, melalui program Badan Restorasi 

Gambut yaitu rewetting (pembasahan), revegetasi(penanaman kembali), dan revitalisasi 

(pemulihan). Revitalisasi ekonomi masyarakat menggiatkan kembali sumberdaya ekosistem 

gambut dengan mengoptimalkan potensi yang ada, bantuan revitalisasi ini diberikan selama 

periode satu tahun. Program revitalisasi ekonomi masyarakat ada, karena adanya dampak dari 

Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG) program rewetting. Pembangunan 

sekat kanal dan sumur bor yang dibuat menggangu matapencaharian masyarakat di wilayah 
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gambut untuk mencari ikan sebagai matapencaharian masyarakat diwilayah gambut 

dikarenakan perahu yang masyarakat gunakan sebagai sarana mencari ikan kesulitan untuk 

dilewati, Badan Restorasi Gambut melalui pendekatannya memberikan jenis usaha sebagai 

pemulihan perekonomian masyarakat yang terdampak akibat adanya pembangunan 

infrastruktur pembasahan gambut melalui program revitalisasi ekonomi masyarakat, bantuan 

yang diberikan berupa budidaya ternak, perikanan dan peindustrian. Program revitalisasi 

ekonomi masyarakat diberikan selama satu periode, hasil dari program yang telah diberikan 

akan dihibahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan sebagai roda matapencaharian 

masyarakat yang terdampak akibat kerusakan ekosistem gambut, apabila bantuan yang telah 

diberikan masih pada wilayah konsesi dan kanalnya masih berfungsi, wilayah tersebut bisa 

mendapatkan bantuan kembali dengan jenis usaha yang berbeda. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menyebutkan bahwa monitoring 

merupakan suatu kegiatan mengamati seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk perilaku 

atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh 

dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan 

selanjutnya yang diperlukan. Tindakan itu, diperlukan seandainya hasil pengamatan 

menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. 

Kegiatan monitoring program revitalisasi ekonomi masyarakat melibatkan Tim Restorasi 

Gambut Daerah dan Badan Restorasi Gambut. Berdasarkan Peraturan kepala Badan Restorasi 

Gambut Nomor: P.12/KaBRG/2019 tentang Pedoman Revitalisasi Sumber Matapencaharian 

Masyarakat Di Ekosistem Gambut untuk melakukan perencananaan  pada program 

revitalisasi ekonomi masyarakat dengan menetapkan wilayah Kawasan Hidrologis Gambut 

yang menjadi sasaran pemberian bantuan program revitalisasi ekonomi masyarakat, jumlah 

paket bantuan, dan pembiayaan kegiatan revitalisasi ekonomi masyarakat. Adapun rencana 
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kegiatan revitalisasi ekonomi masyarakat yang telah dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan monitoring setelah di salurkan 

bantuan program revitalisasi tersebut. Program revitalisasi ekonomi masyarakat diberikan 

bukan hilangnya matapencaharian masyarakat sebelumnya, melainkan program ini 

difokuskan dalam pengelolaan gambut berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan 

penduduk yang tinggal di sekitar ekositem gambut, program ini dilakukan untuk memastikan 

keberhasilan restorasi dalam jangka panjang, mengingat masyarakat setempat hanya akan 

melindungi ekosistem yang dianggap bernilai bagi kehidupan. 

Melalui Surat Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut RI No. 05 Tahun 2016 

tentang penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut (PIR I), data tahunan yang dikumpulkan 

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan target luasan gambut 

Provinsi Sumatera Selatan seluas 615.908 Ha, terdiri dari 48.364 Ha kawasan Konservasi, 

477.864 Ha Area Konsesi (Berizin) dan 89.680 Ha kawasan budaya berizin. Dalam hal ini 

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 yang 

dibebankan tugas untuk melaksanakan kegiatan (rewetting,revegetasi,revitalisasi), dengan 

targetan rencana perjanjian kinerja sebagai berikut: 

Tabel 1. Target Luasan Lahan Gambut Yang Difasilitasi Tahun 2020 

No Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja Tahun 

2019 

Target Tahun 

2020 

1. Meningkatnya 

Pengendalian 

Pencemaran dari 

Kerusakan Lahan 

Gambut 

Luas Lahan Gambut yang 

Difasilitasi Restorasi 

Gambut pada Provinsi 

Sumatera Selatan 

18.910 Hektar 

Sumber : Bidang pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup, 2020 

 Dari tabel diatas data-data yang terkumpul oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 

Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, luas lahan di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 

18.910 Hektar yang perlu dilakukan pemulihan lahan gambut melalui program BRG 3R 
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(rewetting,revegetasi,revitalisasi) denagn pemetaan wilayah-wilayah yang ada di Provinsi 

Sumatera Selatan yang telah di tetapkan melalui Peta Indikatif Restorasi Gambut (PIR I). 

Wilayah-wilayah yang berada pada melalui Peta Indikatif Restorasi Gambut (PIR) sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sebaran Wilayah Gambut di Provinsi Sumatera Selatan dalam Peta Indikatif 

Restorasi (PIR) Tahun 2020. 

Sumber : Bidang pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup, 2020 

  

Dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 

Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa dari sebaran wilayah terdapat 15 KHG, 6 

Kab, 19 Kec, dan 45 Desa lokasi yang mendapatkan kegiatan Restorasi Gambut 3R 

(rewetting,revegetasi,revitalisasi). Sumatera Selatan termasuk dalam targetan Restorasi 

Gambut yaitu sebesar 18.910 Hektar ditahun 2020. Ini perlunya pengelolaan dalam menjaga 

dan memelihara keseimbangan, karena lahan gambut sangatlah penting untuk penyangga 

dalam kehidupan seperti sumber air, sumber pangan, menjaga kekayaan keanekaragaman 

hayati, dan berfungsi sebagai pengendali iklim global, melalui kegiatan restorasi gambut di 

provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada 11 KHG Prioritas dalam rencana kegiatan 

pemberian bantuan revitalisasi ekonomi masyarakat tahun 2020 yaitu: 
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Tabel 2. Rencana Pemberian Bantuan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Tahun 2020 

No Kabupaten 

Rencana Penerima bantuan revitalisasi tahun 2020 

Luas 

Gambut 

Kesatuan 

Hidrologis 

Gambut 

Jumlah 

Paket 

Bantuan 

Jenis Usaha Anggaran 

1. Ogan 

Komering 

Ilir 

638.3789 

ha 

S. Burnai-S. 

Bumbung 

 

 

 

 

 

4 

Kerbau 179, 851,000 

S. 

Sibumbung- 

S. Talang 

Rimba 

Penggemukan 

Sapi 

179, 975,000 

Peternakan 

Kambing dan 

budidaya 

meranti 

179, 800, 000 

S. Sugihan-S. 

Lumpur 

Budidaya Ikan 

Lele 

98, 502, 500 

2. Banyuasin  303.350 

ha 

S. Air 

Banyuasin-S. 

Air Lalang 

 

 

 

 

2 

 

 

Pengembangan 

pakan ternak 

sapi melalui 

fermentasi dari 

rumput 

99, 177, 500 

S. Saleh-

S.Sugihan 

Pembuatan 

biogas dan box 

dryer untuk 

padi dan 

jagung 

59, 506, 500 

3. Musi 

Banyuasin 

254.050 

ha 

S. Bentayan-

S.Penimpaha

n 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Ternak Sapi 

 

179, 621, 000 

Pembuatan 

pellet/pakan, 

pembenihan 

dan hidroponik 

98, 725, 000 

S. Musi-

S.Penu 

Budidaya Ikan 

Gurame 

99,935,000 

S.Air Hitam 

Laut-S. 

Buntu Kecil 

Budidaya 

Tanaman 

Nanas 

179,885,000 

S. Lalan-

S.Merang 

Pengembangan 

ternak, 

Budidaya 

jagung dan 

nanas 

99, 980, 000 

4. Muara 

Enim 

21.860 

ha 

- 0   

5. Musi Rawas 4.977 ha S.Rupit-

S.Rawas 

 

 

1 

Pengolahan 

pupuk kompos 

cair pakan 

ternak dan 

99, 105, 000 
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budidaya 

maggot 

6. Musi Rawas 

Utara 

28.034 

ha 

S.Kalumpang  

 

3 

Peternakan 

kambing 

99, 960, 00 

Peternakan 

ayam kampung 

99, 995, 000 

Peternakan 

sapi 

129, 650, 000 

Jumlah 11 Kawasan 

Hidrologis 

Gambut 

     15 Paket Bantuan 

Sumber : Bidang pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup, 2020 

Berdasarkan Tabel 2,  rencana pemberian bantuan revitalisasi ekonomi masyarakat 

sebanyak 15 paket bantuan di tahun 2020 dengan pengembangan revitalisasi ekonomi 

masyarakat selama periode satu tahun sesuai dengan Peta Indikatif Restorasi yang diberikan 

di 6 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan dengan jenis usaha yang dipilih oleh kelompok 

masyarakat. Adanya pandemi covid-19, terjadinya refocusing anggaran yang mengharuskan 

anggaran program rewetting dialihkan ke program revitalisasi membuat Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan harus menambahkan wilayah penerima pada 

program revitalisasi ekonomi masyarakat. Membuat penyaluran bantuan dan kegiatan 

monitoring dilakukan tidak sesuai dengan jadwal yang biasanya dilakukan penyaluran 

bantuan revitalisasi ekonomi masyarakat dan monitoring. Adapun penambahan rencana 

pemberian bantuan revitalisasi ekonomi masyarakat diakibatkan refocusing anggaran, sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Penetapan Penambahan Ke-2 Kelompok Masyarakat Pada Kegiatan 

Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Tahun 2020 

No Kabupaten 

Rencana Penerima bantuan revitalisasi tahun 2020 

Luas 

Lahan 

Gambut 

Kesatuan 

Hidrologis 

Gambut 

Jumlah 

Paket 

Bantuan 

Jenis Kegiatan 

1. Ogan 

Komering 

Iliir 

 

 

 

 

638.3789 ha 

KHG 

Sungai 

Sugihan- 

Sungai 

Lumpur 

 

 

2 

Budidaya Ikan Lele 

    Lanjutan Tabel 2. 
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KHG 

Burnai-

Sungai 

Sibumbung. 

Budidaya Ikan Gabus dan 

Ikan Toman 

2. Musi 

Rawas 

Utara 

4.977 ha KHG 

Sungai 

Kalumpang 

3 Peternakan Kambing 

Pertenakan Ayam Kampung 

Pertenakan Sapi 

Jumlah  3 KHG       5  Jumlah Paket Bantuan 
 Sumber : Bidang pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup, 2020 

Berdasarkan Tabel 3, penetapan penambahan ke-2 kelompok masyarakat pada kegiatan 

revitalisasi ekonomi masyarakat tahun 2020 bertambah sebanyak 5 paket bantuan menjadi 20 

paket bantuan di tahun 2020. Perubahan rencana pemberian bantuan revitalisasi ekonomi 

masyarakat dikarenakan refocusing anggaran program rewetting membuat penyaluran 

bantuan dilakukan agak terlambat,  walaupun adanya perubahan pada rencana kegiatan pada 

program revitalisasi ekonomi masyarakat tetap dilakukan. Terkait timeserver kegiatan 

monitoring program  revitalisasi ekonomi masyarakat ditahun 2020 dijelaskan pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Rincian kegiatan monitoring program revitalisasi ekonomi masyarakat tahun 

2020 

No Kabupaten Kegiatan Waktu Hasil 

1.  Ogan Komering 

Ilir 

1. Verifikasi fisik dan 

keuangan termin I 

kegiatan revitalisasi 

ekonomi masyarakat. 

 

 

 

 

 

2. Monitoring kegiatan 

kegiatan revitalisasi 

ekonomi masyarakat 

pada kelompok 

masyarakat Tani 

Mawar Desa Menang 

Raya 

1. 26-30 September 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 26-30 September 

2020. 

 

1. Tindaklanjut 

yang telah 

dilakukan, ialah 

memilih jenis 

sapi terbaik 

untuk dilakukan 

pengembangan 

selanjutnya. 

 

2. Telah 

memberikan 

kemajuan dalam 

jenis usaha 

pengemukkan 

sapi 

 

 

 

Lanjutan Tabel 3. 
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Lanjutan Tabel 4. 

2. Banyuasin Tidak dilakukan 

monitoring ke lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

3. Musi Banyuasin Verifikasi fisik dan 

keuangan termin I 

kegiatan revitalisasi 

ekonomi masyarakat 

23-27 September 

2020. 

1. Pemilihan bibit 

unggul berbasis 

ramah 

lingkungan, 

pengembangan 

jenis usaha yang 

dipilih pada 

pengembangan 

budidaya 

tanaman jagung 

dan nanas 

4. Muara Enim Tidak dilakukan 

monitoring ke lapangan 

  

5. Musi Rawas Tidak dilakukan 

monitoring ke lapangan 

  

6. Musi Rawas 

Utara 

Tidak dilakukan 

monitoring ke lapangan 

  

Sumber : Bidang pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup, 2020 

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa monitoring yang dilakukan hanya pada 

dua kabupaten di tahun 2020, yaitu kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin. 

Padahal wilayah yang menerima bantuan revitalisasi ekonomi masyarakat  diberikan 

sebanyak 20 bantuan  paket di 6 kabupaten yang seharusnya dilakukan monitoring pada 

proses pengembangan jenis usaha yang diberikan ke seluruh wilayah yang mendapatkan 

bantuan. Fenomena ini menarik untuk diteliti dan dengan alasan ilmiah maka Dinas 

Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dijadikan objek penelitian dan 

wilayah Sumatera Selatan yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. 

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan revitalisasi ekonomi masyarakat telah 

banyak di teliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Denny, 2020) yang mengkaji 

penelitian tentang implementasi kebijakan restorasi gambut di Kalimantan Selatan, 

(Hasim,2018) mengkaji penelitian tentang faktor-faktor percepatan implementasi kebijakan 
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restorasi gambut dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Tohor Kabupaten 

Kepulauan Meranti Provinsi Riau, dan (Astika, 2022) meneliti mengenai implementasi 

kegiatan restorasi gambut dan fenomena kebakaran lahan dan hutan di desa Lokun, 

Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun belum banyak yang 

mengkaji tentang program revitalisasi ekonomi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, 

penggunaan teori monitoring kebijakan dengan lokus Dinas Lingkungan Hidup dan 

Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan menjadi kebaruan penelitian ini. 

Secara teoritis, monitoring sangat diperlukan untuk menjamin terselenggaranya 

kegiatan pengembangan program revitalisasi ekonomi masyarakat yang efektif. 

Permasalahannya dalam kegiatan monitoring masih belum memberikan informasi sebab dan 

akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Demikian juga kegiatan monitoring 

pada program revitalisasi ekonomi masyarakat. 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan 

Jum’at 25 Maret 2022, mengatakan bahwa: 

“Monitoring tidak dilakukan keseluruh wilayah, dikarenakan terkendala akses menuju 

tempat wilayah penerima di pelosok dan anggaran untuk ke lapangan terbatas, 

walaupun monitoring dilakukan ketika adanya pengaduan dari kelompok masyarakat 

penerima bantuan perihal sarana dan prasarana yang masih belum membelanjakan 

jenis usaha yang di inginkan atau jenis usaha sedang berjalan gagal, maka DLHP 

Prov. Sumsel akan melakukan monitoring ke lapangan untuk melihat permasalahan 

yang terjadi dan memberikan solusi dalam pengembangan jenis usaha yang telah 

diberikan. Walaupun tidak semua kabupaten yang dilakukan monitoring, DLHP 

memberikan pembinaan terhadap setiap penerima bantuan dengan menggumpulkan 

perwakilan setiap kabupaten untuk mengikuti pelatihan bimbingan teknis, selanjutnya 

akan memberikan tips dan trik sarana dan prasarana untuk pengembangan jenis usaha 

yang dipilih serta sharing session terkait jenis usaha yang telah dijalankan yang 

memberikan kemajuan atau masih adanya kendala”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan 

Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan belum melaksanakan penuh  monitoring yang 

dilakukan disemua wilayah penerima, disebabkan  karena adanya keterbatasan anggaran 

kelapangan dan akses ke lokasi penerima bantuan menutup akses ke lokasi penerima 
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dikarenakan adanya pandemi covid-19, monitoring dilakukan jika adanya pengaduan dari 

masyarakat, bukan karena di wilayah penerima tidak adanya aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat, melainkan akses ke lokasi penerima bantuan menutup akses ke lokasi 

diakibatkan adanya pandemi covid-19. 

“Menurut Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan hasil monitoring yang 

telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 

di masukkan pada laporan perjalanan dinas dan terpisah dengan laporan tahunan 

DLHP, jadi monitoring yang dilakukan di tahun berikutnya hanya melihat pada Surat 

Perjalanan Dinas yang telah dilakukan, sehingga capaian monitoring yang telah 

dilakukan pada kegiatan revitalsasi ekonomi masyarakat menjadi kurang maksimal 

untuk dilakukan kegiatan monitoring ke wilayah penerima program revitalisasi 

ekonomi masyarakat di tahun berikutnya”. 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa laporan monitoring dengan 

laporan tahunan terpisah membuat kesulitan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 

Provinsi Sumatera Selatan untuk melihat perkembangan jenis usaha yang telah dikembangkan 

oleh masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan harus 

melihat arsipan kegiatan monitoring pada surat perjalanan dinas yang telah dilakukan, 

sehingga untuk hasil kegiatan monitoring sulit untuk dilihat secara keseluruhan dimana, hasil 

kegiatan akan dijadikan penilaian untuk kegiatan monitoring di tahun berikutnya. 

Pemaparan yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa terdapat kendala dalam proses 

monitoring yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19 kelompok masyarakat menutup 

akses ke lokasi menjadikan monitoring dilakukan jika adanya pengaduan dari kelompok 

masyarakat, padahal monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan program atau 

bantuan yang telah diberikan serta mencegah sebab akibat yang akan terjadi pada saat 

program dijalankan. Monitoring yang di lakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 

Provinsi Sumatera Selatn tidak bisa dilakukan dengan jarak jauh, monitoring dilakukan 

dengan datang langsung ke lokasi penerima bantuan dikarenakan belum adanya fasilitas 

pendukung untuk mempermudah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera 
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Selatan dalam melakukan monitoring jarak jauh. Hal ini menyebabkan monitoring yang 

dilakukan di tahun 2020 kurang maksimal. Oleh sebab itu adanya permasalahan pada 

kegiatan monitoring revitalisasi ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ini, penulis perlu melakukan penelitian 

lebih lanjut menginggat Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 

merupakan Organisasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan dana Tugas Pembantuan 

Restorasi Gambut yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara dana 

Tugas Pembantuan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengelola kegiatan revitalisasi ekonomi 

masyarakat. 

Oleh sebab itu, dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada pada kegiatan 

monitoring revitalisasi ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, penulis merasa perlu untuk dilakukan penelitian 

lebih lanjut. pada uraian latar belakang diatas penulis akan meneliti tentang bagaimana 

“Analisis Monitoring Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 

Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.  

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis fokus pada permasalahan Bagaimana 

Monitoring Revitalisasi Ekonomi Masyarakat  Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ? 

C. Tujuan Masalah 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Monitoring Revitalisasi Ekonomi 

Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi 

Sumatera Selatan jika ditinjau dari Monitoring Kebijakan. 
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D. Manfaat Penelitian 
 

1. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini kedepannya dapat menambah ilmu dan wawasan dalam bidang 

Administrasi Publik, juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya 

terutama konsentrasi kebijakan publik yang berhubungan dengan Monitoring Revitalisasi 

Ekonomi Masyarakat Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera 

Selatan. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun secara praktis, proposal penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

penelitian sebagai berikut : 

a. Sebagai acuan pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan peraturan lebih 

lanjut terkait dengan Kebijakan Restorasi Gambut pada pemberian bantuan 

Revitalisasi Ekonomi Masyarakat. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran, dan informasi yang 

bermanfaat bagi pihak atau instansi yang bersangkutan dalam penerapan kebijakan 

tentang Restorasi Gambut pada pemberian bantuan  Revitalisasi Ekonomi 

Masyarakat.
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